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BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN (RPH)

PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

R S |
Menimbang

Mengingat

o -

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada dinas dan
Badan Daerah kabupaten dapat dibentuk unit pelaksana
teknis dinas/Badan Daerah kabupaten untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau Kkegiatan teknis
penunjang tertentu dalam rangka menjalankan amanat UU
Nomor 41 Tahun 2014 dan aturan turunannya sebagai unit
layanan penvediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan
Halal (ASUH).

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan (RPH)
pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Kotawaringin Barat.

. 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahuxf 1950 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Renublik Indonesia Nomor 1820);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338,

Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor
5019):

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Otoritas
Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6019);

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9356);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan  Penanggulangan Penyakit Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
554 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9

Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan:

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor

6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Nomor 66);

Peraturan Bupau Kotawaringin Barat Nomor 61 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Kotawaringin Barat (Benita Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2016 Nomor 61).
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN (RPH)
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

. Dacrah adalnh Kabupaten Kotawaringin Baralt;

2o Pemermtah Daernh adalah Kepala Daerah sebagal unsur
Penyelenpponra Pemerintanhan Daerah  yang I'I'H‘.I'lfll’l'l'plﬂln
pelaksanaan SIRUESH I pemerintahan yang  menjadi
Kewenangan dacrah otonom;

J. Bupatu adalah Bupat Kotawaringin Barat;

4. Peranpgkat Dacrah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dal.arr{
penyelenpparaan Urusan Pemerintahan yang menjadl
kewenanpan Dacrah;

5. Peraturan Kepala Dacrah yang selanjutnya disebut Perkada
adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati;

6. Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kotawanngin Barat,

7. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin
Barat;

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan
Keschatan Hewan Kabupaten kotawaringin Barat,

0. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada
Dinas Peternakan  dan  Keschatan Hewan Kabupaten
Kotawanngin Barat,

10 Unit  Pelaksana Teknmis Rumah Potong Hewan adalah
kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus
vang memenuhl persyaratan teknis dan higiene tertentu
serta digunakan secbagal tempat untuk memotong hewan
bag) konsumsi masyarakat, |

11. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit
Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan;

12. Kepala Sub Bagian r‘u.l_u Usaha adalah Kepala Sub Bagian
Tata Usaha pada UPT Rumah Potong Hewan;

13. Kelompok Jabatan rLH"I}._!_Hi{]HHI adalah kelompok Pegawai
Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara
penuh oleh pejabat yang, l)t:l'Wt:nang_urntuk melaksanakan
kegiatan  yang scsual dengan profesinya dalam rangka
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
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BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat ini dibentuk
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Potong Hewan pada

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Kotawaringin Barat.

(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Potong Hewan pada
Dinas Peternakan -dan Kesehatan hewan Kabupaten

Kotawaringin Barat masuk klasifikasi Kelas A.

BAB III
SUSUNAN DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah
Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan

Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :
a. Kepala UPT;

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan |
c. Kelompok Jabatan Fungsional/ Petugas Operasional.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan
hewan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Potong Hewan pada Dinas
Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Kotawaringin
Barat mempunyal tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis
pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum
dan setelah dipotong, pemE{ntauan pepyakit zoonosis dan
pengendalian pemotongan betina produktif.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Unit Pelaksana Teknmis (UPT) Rumah Potong

Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan
Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi : |
5 Pelaksanaan  pemotongan h?w&n yang memenuhi
persyaratan higiene dan teknis Kesehatan Masyarakat
Veteriner (Kesmavet), kesmghteraan l?ewan (Kesrawan) dan
svariat Islam gund menyediakan daging yang aman, sehat,

utuh dan halal (ASUH);
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b. Peloksanaan  pemeriksaan  keschatan  hewan  sebelum

dipotong  (ante mortem inspection), pemeriksaan karkas,
dapimp dan jeroan (post-mortem inspection) untuk mencegah
penularan penyakit zoonosis ke manusia;

¢. Pemantauan dan surveillans penyakit hewan dan ZOONOS1S
punin - pencepahan,  pengendalian, dan  pemberantasan
penyakil  hewan  menular dan  zoonosis yang dapat

ditularkan melalul daging (meat borne disease);
d. Pencegnhan dan pengendalian pemotongan ternak betina
yang masih produktif; |
e. Pelaksanaan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) darn
retribusi pelayanan teknis UPT Rumah Potong Hewan; |
. Koordimasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait
dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan
teknis UPT Rumah Potong Hewan.

BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
PADA UPT RUMAH POTONG HEWAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 7

(1) Kepala UPT Rumah Potong Hewan mempunyal tugas
menyusun program, rencana kegiatan, tata kerja serta
mengkoordinasikan pelaksanaan teknis operasional di UPT
Rumah Potong Hewan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala UPT Rumah Potong Hewan mempunyai
fungsi :

a. Menyusun program, rencana kegiatan dan kebijakan
teknis UPT Rumah Potong Hewan,;

b. Menyusun standar, pedoman teknis dan petunjuk
operasional di UPT Rumah Potong Hewan,;

c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata kerja di
UPT Rumah Potong Hewan;

d. Mclaksanakan teknis operasional UPT Rumah Potong
Hewan baik secara internal maupun eksternal;

e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan teknis operasional UPT Rumah Potong
Hewan;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesual dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala UPT Pengembangan Pakan dan Ternak Unggul
dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip,
koordinasi, 1ntegrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik
dihngkungan satuan kerjanya maupun dengan organisasi
perangkat daerah dan instansi lain yang terkait di daerah

sesual dengan bidang tugasnya, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
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Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyal tugas
menyelenggarakan urusan umum, administrasi
ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah
tangga, serta keuangan di UPT Rumah Potong Hewan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi.
a. Melaksanakan pengelolaan administrasi teknis, sural

menyvurat dan kearsipan di UPT Rumah Potong Hewan;,

b. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga
dan urusan kepegawaian di UPT Rumah Potong Hewan;

c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan
penatausahaan retribusi pelayanan teknis UPT Rumah
Potong Hewan;

d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga, serta keuangan di UPT
Rumah Potong Hewan;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT
Rumah Potong Hewan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan Pelaksana

Pasal 9

(1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan
hasil analisa jabatan.

(2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat disesuaitkan dengan kebutuhan
organisasi perangkat daerah.

(4) Penetapan Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan
dengan keputusan Bupati.

(5) Dalam hal terjadi perubahan Nama-nama jabatan
pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan Keputusan Bupat.

(6) Setiap PNS vang belum menduduki jabatan Struktural dan
jabatan fungsional diangkat dalam jabatan pelaksana.
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alam jabatan pelaksana sebagaimana
yat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan
gan Keputusan Bupati dengan berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) 8‘;‘]}3“ tugas jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

(1) Kelomppk Jabatam Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
dalam jenjang jabatan fungsional dan atau berkualifikasi
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional

senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala
Dinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah
dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

(1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT disusun Standar
Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal
(SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).

(2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja atau manual dan
Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional
Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan.

(3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan D_ina_s Peternakan
dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawanngin Barat dan
UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integx:asi,
simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar Satuan organisasi di lllngku_{lgan
pemerintah daerah atau dengan instansi lain  diluar
pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing dan menerapkan asas umum penyelenggara negara.
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Scuap  p ' - '
(4) Scuap pimpwmnan  satuan organisasi di hingkungan Dinas

h]

J "I-'[ L] ; r.l y - g - L : .
Peternakan dan Keschatan Hewan Kabupaten Kotawarnngin
Barat dan upT

waunb mengawast, memimpin,
mengkoordinasikan.

membimbing serta membenkan petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjad:
penMmipangan  agar  mengambil langkah-langkah  yang
diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(9) Sethap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin
Barat dan UPT wajitb mengikuti, dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung  jawab  Kepada atasan masing-masing serta
menyampaikan  laporan  tepat pada waktunya dengan
tembusan kepada * Satuan Kerja organisas: lain secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari
bawahannva wajb diolah dan dipergunakan sebagal bahan
untuk  penvusunan laporan lebth lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

(7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan
masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib
mengadakan rapat berkala.

(8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin
Barat dan UPT berhlangan maka tugas pimpinan satuan
organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi
setingkat dibawahnya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 12

(1) Kepala UPT Rumah Potong Hewan, Kepala Sub Bagian Tata
Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mengikuti Standar kompetensi teknis Kkesehatan sesuai
ketentuan Peraturan Menteri di bidang peternakan.

Bagian Kedua
Eselon

Pasal 13

(1) Kepala UPT adalah jabatan struktural Eselon [V.a atau
jabatan pengawas.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural
Eselon 1V.b atau jabatan pengawas.
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AN VI
PIEMBIAYAAN

Pasal 14

Ceqnibsiiyiann ool nendalcung kegiatan UPFE di ingkungan
RIE e te b ey oo hialan IHewarn Kulhiupalern

. i ; o
oot iwiat it Dot dibie by koo pnadia AL, APESIN duan sumlien

labir vy sahi dian Hidale mengikal sesual ketentuan Peralturan
l'r'lilnllnilg Lnanparn

nAB 11X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Perattirnn Bupetl inl mulel berloko pada tenggasl dillt‘uljnﬂgkim.
Apii Bl TRSARTY fenpetashitlnya, mernerintahkan
],HHI-!_'IIIHIHIIHHH Peviluiran HH]HIH il rir:;p)::': ;]rnr:rnjmlﬂrll'lyﬂ
Aalam DWorita Dacrah Kabupaten Kotawaringin Barat,

Dietapkan di Pangkal an Bun
pada tanggal 71 i d »

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Diundunglcan di Pangladan Bun
pado tanppnl B4 i '

Pl SEKRETARI® DAERAH
KABUPATIEEN KOTAWARINGIN BARAT

T
)

SUYANTO

———

i

BERITA DALRAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
NOMOR
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" LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR ~ TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,

FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG

HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN

PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

4 . N

KEPALA UPT

( KEPALA SUBBAG TATA USAHA ]

'\
[ KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

e e

\ ! _/

BUPAT;| KOTAWARINGIN BARAT,
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